SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam rangka Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menyusun
Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani Tahun 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rencana
Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1



2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20%

p-Undang

22 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6832);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne
90 Tahun 2021

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menujt

Reformasi Birokrasi Nomor
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Be
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); sebagaiman

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparati

dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tah
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integrita
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokra

para dan
tentang
1 Wilayah
rsih dan
Republik
a diubah
nr Negara

tentang
Aparatur
un 2021
s Menuju

si Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,

Indonesia

Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihat
Sekretariat
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indones
2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubal

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tal

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan|

tentang Perubgahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemiliha
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indone

2023 Nomor 826);

n Umum

Umum
ia Tahun
} dengan
aun 2023
Pemilihan
Fungsi,
Jenderal
Pemilihan
n Umum
ia Tahun

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2025 tentang.Pembentukan Tim Pembangu

eputusan
omor 317

nan Zona




Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Utara;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

y Kgpai“a: Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KGMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

NO

PEMENUHAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN BULAN PENANGGUNG JAWAB
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Manajemnen Perubahan

Penyusunan Tim Kerja

. |Unit kerja telah membentuk tim

untuk melakukan pembangunan
Zona Integritas

<

Tim Manajemen
Perubahan

. | Penentuan anggota Tim dipilih

melalui prasedur/mekanisme yang
jelas

<

Rencana Pembangunan Zona
Integritas

. | Terdapat dokumen rencana kerja

pembanginan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM

<]
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. | Dalam dokumen pembangunan

terdapat target-target prioritas
vang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
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. | Terdapat mekanisme atau media

untuk mensosialisasikan
pembangunan WBX/WBBM

<

Pemantauan darn Evaluasi
Pembangunan WBK/WBBM

. | Seluruh kegiatan pembangunan

sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana

8 O

. | Terdapat monitoring dan evaluasi

terhadap pembangunan Zona
Integritas

(<

. |Hasil Monitoring dan Evaluasi telah

ditindaklanjuti

(<

. | Pimpinan berperan sebagai role

madel dalam pelaksanaan
Pembangunan WBK/WBBM

Perubahan pola pikir dan
budaya kerja

b. |Sudah ditetapkan agen perubzhan

c. {Telah dibangun budaya kerja dan

pola pikir di lingkungan organisasi
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d. | Anggota organisasi terlibat dalam
pemhbangunan Zonha [ntegritas
menuju WBK/WBBM

O
O
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O
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Penataan Tata Laksana a. [SOP mengacu pada peta proses Tim Penata Tata Laksana
hisnis instansi

(<]

Prosedur Operasional Tetap

(SOP) Kegiatan Utama  |b. | Prosedur operasional tetap (SOF)
telah diterapkan

(<

c. | Prosedur operasional tetap (SOP)
telah dievaluasi

aoia| o
oo O
oo O

a. | Sistemn pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan teknologi
informasi
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b. | Operasionalisasi manajemen SDM
sudah menggunakan teknologi
informasi

A
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<
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¢. | Pemberian pelayanan kepada
puhlik sudah menggunakan
teknologi informasi

Prosedur Operasional Tetap
(SOP) telah dievaluasi

<]
<
(<]
(<
(<]
(<
(<]
(<]
(<]
(<]
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(<]

d. | Telah dilakukan monitoring dan
dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi

. v v Ve
dalam pengukuran kinerja unit, - . .
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik

(<]
(<]
(<]
(<]
(<]
(<]
(<]
<]
(<]

a. | Kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik telah diterapkan

B
O
(]
a
]
a
g
a
O
O
O
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Keterbukaan Informasi Publik | b. | Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik

<]
<]
<
<
[
[
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Penataan Sistem a. { Kebutuhan pegawal yang disusun Tim Manajemen Sumber
Manajemen SDM Aparatur oleh unit kerja mengacu kepada Daya Manusia
peta jabatan dan hasil analisis giglglglcigiralgoigilalg
beban kerja untuk masing-masing
jabatan

b. [ Penempatan pegawai hasil

Perencanaan Kebutuhan rekrutmen murni mengacu kepada D l:l D D D D D D D CI E]

t i telah
i Pegawai Sesuai Dengan kebutuhan pegawai yang tela

Vahitizhan Oraanisact dlsusun per]abatan




AREDUTUNaN Urganisasi

¢. | Telzh dilakukan monitoring dan

dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi tetah
memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja

Pola Mutasi Internal

. | Dalam melakukan pengembangan

karier pegawai telah dilakukan
rutasi pegawai antar jabatan

. | Dalam melakukan mutasi pegawai

antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti
pola mutasi yang telah ditetapkan

. |Telah dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja

iii.

Pengembangan Pegawal
Berbasis Kompetensi

. { Unit Kerja melakukan Training

Need Analysis Untuk
pengembangan kompetens

. { Dalam menyusun rencana

pengemhangan kompetensi
pegawai mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai

. | Tingkat kesenjangan kompetensi

pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan

. | Pegawai di Unit Kerja telah

memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya.

. | Dalam pelaksanaan

pengembangan kompetensi unit
kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan-padalembaga

pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring,
dil




. | Telah dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja

Penetapan Kinerja Individu

. | Terdapat penetapan kinerja

individu yang terkait dengan
kinerja organisast

O

O

. | Ukuran kinerja individu telah

memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
diatasnya

. | Pengukuran kinerja individu

dilakukan secara periodik

B O

8 O

. {Hasil penilaian kinerja individu

telah dijadikan dasar untuk
pemberian reward (pengembangan
karir individu, penghargaan

O

O

O

O

Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku Pegawai

. | Aturan disiplin/kode etik/kode

perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan

(<]
(<]
(<]
(<]
(<]

8| O
<]

(<
(<]

(<]
(<]
(<]

vi.

Sistem Informasi
Kepegawaian

. | Data informasi kepegawaian unit

kerja telah dimutakhirkan secara
herkala

(<
<
<
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<

(<
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(<)
(<

(<]
(<]
(<]

Penguatan Akuntabilitas

Keterlibatan Pimpinan

. | Pimpinan terlibat secara fangsung

pada saat penyusunan
Perencanaan

(<]

Tim Penguatan
Akuntabilitas

. | Pimpinan terilbat secara langsung

pada saat penyusunan Penstapan
Kinerja

<

0| O

. | Pimpinan memantau pencapaian

kinerja secara berkala

<
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. | Dokumen perencanaan sudah ada

(<

. | Dokumen perencanaan telah

berarientasi hasil

. | Terdapat Indikator Kinerja Utama
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. | Indikator kinerja telah SMART

Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja

[Specifik, Measureable, Achievable,
Relevant and Time}

SBEIE

O

O

O

O
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]
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. | Laporan kinerja telab disusun tepat

waktu
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O
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{. |Pelaparan kinerja telah
memberikan informasi tentang agiagagig!g giglagglg
kinerja
g. | Terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani D D D D D D C] D D D
akuntabilitas kinerja
h. | Pengelolaan akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh SDM yang
kompeten
5 Penguatan Pengawasan a, | Telah dilakukan public campaign Tim Penguatan
) & - tentang pengendalian gratifikasi D D D D D D D D Pengawasan
g peng g
I} Pengendalian Gratifikasi b. | Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan D EI D D D D D D
a. | Telah dibangun lingkungan
pengendalian M O 0gojg|jajagja|jg|ja(o
b. | Telah dilakukan penilaian risiko
atas pelaksanaan kebijakan I:I D D D D I:I D L_-I
i. Penerapan SPIP c. {Telah dllakykankegzatan o
pengendatian untuk meminimalisic | (3} | {7 alg O g olg
risiko yang telah diidentifikas!
d. [SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh
pihak terkait
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat
telah diimplementasikan
b. [Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
i, Pengaduan Masyarakat c. |Telah dlllakukan monitoring dan
evaluasi atas penanganan alg alo a|g alg
pengaduan masyarakat
d. | Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduzan masyarakat telah O galg ao|g alg O
ditindaklanjuti
a. | Whistle Blowing Systern sudah di
internalisasi
b. ;:Z:Zt;i::owmgSystemtelah
iv.| Whistle-Blowing System jc. |Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Whistie Blowing System D D D D D D D D
d. | Hasil evaluasi atas penerapan
Whistie Bfowing Systern tefati TG | | 8
ditindaklanjuti




Penanganan Benturan
Kepentingan

. | Telah terdapat

identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi
utama

<]

. | Penanganan Benturan Kepentingan

telah disosialisasikan/internalisasi

B O
Ol 0O

. | Penanganan Benturan Kepentingan

tefah diimplementasikan

g0 O
BO| O
B0 O
8O O
80 0O
RO O
RO O
RO O

. | Telah dilakukan evaluasi atas

Penanganan Benturan Kepentingan

(<
(N <
<

. | Hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti

B O8O0 O

8 O
B

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Standar Pelayanan

. | Terdapat kebijakan standar

pelayanan

80O |08|0

Tim Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik

. | Standar pelayanan telah

dimaklumatkan

. | Terdapat SOP bagi pelaksanaan

standar pelayanan

B A

. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas

standar pelayanan dan SOP

(<

Budaya Pelayanan Prima

. | Telah dilakukan

sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan
Prima

O (00000 |0
O ({O0000;a
O O000i0o0 |0
O aoo.G o
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. | Informasi tentang pelayanan

mudah diakses melzlui berbagal
media

<]
O
O
O
a
O
O
O
O
O
O
O

. | Telah terdapat sistem

punishment{sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima
layanan hila layanan tidak sesuai
standar

O
O
O
O
O
O]
O
O
O
O
a
<

. | Telah terdapat sarana layanan

terpadu/fterintegrasi

. | Terdapat inovasi pelayanan

[<JH<
<
09N
<
0N

. | Terdapat media pengaduan dan

konsultasi pelayanan yang
terintegrasi-dengan-SPAN-Lapor!

Pangelolaan Pengaduan

R 0KX
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B O3
B 09
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. | Terdapat unit yang mengelola

pengaduan dan konsultasi
pelayanan

O
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O
O
O
O
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c. |Telah dilakukan evaluasi atas
penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi

O
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O
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O
O
<
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a. | Dilakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan

Oo0aao|a () 0| a
K Penilaian Kepuasan Terhadap
' Pelayanan b. | Hasil survey kepuasan masyarakat
dapat diakses secara terbuka D D D D D D D D D D D
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil
survey kepuasan masyarakat D D D D D D
a. | Telah menerapkan teknologi
informasi dalam memberikan
Pemantaatan Teknologi d o
V. b i b. | Telah membangun database

(<]
(<]
Al

Informasi ; ;
pelayanan yang terintegrasi

¢. | Telah dilakukan perbaikan secara
terus menerus
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Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan.sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA




